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TENTANG

PENGURANGAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. Bahwa penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Gunungkidul merupakan bencana non alam,
cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu,
menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai
sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat
berpenghasilan rendah di Kabupaten Gunungkidul;

b. Bahwa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan
untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan
rendah sebagai akibat bencana Coronavirus Disease 2019
(COVID-2019) di Kabupaten Gunungkidul, perlu diberikan
insentif/stimulus berupa pengurangan retribusi
pemakaian kekayaan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengurangan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah Akibat Pandemi Coronavirus Disease
2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di Indonesia;

7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan
Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat
Virus Corona di Indonesia;

8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor
65/KEP/ 2020 tentang Penetapan Status Tanggap
Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-
2019) Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun  2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1



Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun  2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM SITUASI PANDEMI
COVID-19.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

3. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah
Daerah meliputi Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Konstruksi media
reklame, laboratorium, dan Kendaraan/Alat-alat Berat milik Daerah.

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas
pemakaian kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan/atau tidak
bergerak dan pemakaian/penggunaan laboratorium milik daerah.

5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah
bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam
arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa
serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

8. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.



BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan bahwa Pengurangan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Wajib Retribusi sebesar 100% (seratus
persen) dari tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
adalah Retribusi Pemakaian Rusunawa.

Pasal 4

(1) Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mulai bulan Mei 2020 sampai dengan
bulan Juli 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan
wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) di Daerah

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 42.
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